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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi
Pada PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi dalam Pajak Penghasilan Final dan juga
untuk mengetahui apakah penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. Cahaya
Sutraco sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan
data pada penelitian ini berupa wawancara dan dokumentasi, dan data yang digunakan adalah
data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa PT. Cahaya
Sutraco terdapat adanya kekeliruan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan final
dalam dasar pengenaan pajaknya. Karyawan pada bagian accounting/pajak agar lebih teliti
atas perhitungan dasar pengenaan pajak penghasilan final supaya tidak terjadi kesalahan di

kemudian hari.

Kata kunci : Penerapan pajak penghasilan final, jasa konstruksi
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Abstract

This research is entitled “Analysis of the Application of Construction Services Income
Tax at PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu”. This study aims to determine the nature of the
imposition and tariff of construction services in the Final Income Tax and also to determine
whether the application of the construction service income tax at PT. Cahaya Sutraco
complies with the applicable tax laws. The type of research used in this research is
descriptive qualitative research. The data collection techniques in this study were in the form
of interviews and documentation, and the data used were primary data and secondary data.
The results of research that has been done that PT. Cahaya Sutraco there is an error in
calculating the final income tax in the tax base. Employees in the accounting / tax department
to be more thorough in the calculation of the basis for the imposition of final income tax so

that errors do not occur in the future.

Keywords : Application of Final Income Tax, Construction Service
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Kondoy, Violencia. Dkk (2016:170) Peningkatan perekonomian sangat
berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan untuk mewujudkan kemandirian suatu
bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber
dana dari dalam negeri. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan dalam negeri
adalah melalui pajak yang dipungut kepada wajib pajak. Karena pajak merupakan
iuran rakyat kepada negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang dipungut baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang
digunakan untuk kepentingan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional bagi
kemakmuran rakyat. Dari sekian banyak wajib pajak jasa konstruksi merupakan salah
satu wajib pajak menurut UU sehingga wajib untuk melaksanakan kewajiban

perpajakan guna menunjang pembangunan demi peningkatan sarana dan prasarana.

Tidak dipungkiri bahwa jasa konstruksi begitu dominan dalam pengembangan
dan pembangunan sarana dan prasarana di Indonesia. Untuk itulah, karena perannya
yang cukup tinggi dan sifatnya yang cukup berbeda dengan jenis usaha lainnya, maka
pemerintah mengatur sendiri mengenai perlakuan PPh atas jasa konstruksi ini. Hal
tersebut disebabkan karena jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam
bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam
pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya pembangunan nasional. PPh
atas jasa konstruksi ini diatur dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 di dalam
Pasal 23 dan Pasal 4 Ayat 2. Dimana pengenaan pajak dengan Pasal 4 ayat (2)

dalam Undang-Undang PPh yang bersifat final dikenakan pada jasa konstruksi yang



memiliki kualifikasi usaha. Namun apabila tidak memiliki kualifikasi usaha, maka
tidak dikenai Pasal 4 ayat (2), melainkan dikenai Pasal 23 Undang-Undang PPh.
Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, dalam hal ini
pengenaan pajak atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada

umumnya.

Menurut Muljono (2009:01) mendefinisikan akuntansi pajak adalah bidang
akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan, dan mengacu pada peraturan

perundang - undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Menurut Agoes dan Trisnawati (2009:7) mendefinisikan akuntansi pajak adalah
akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak
merupakan bagian dari akuntansi komersial. Akuntansi pajak tidak memiliki standar
seperti akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan
perpajakan. Dengan adanya akuntansi, Wajib Pajak dapat dengan mudah menyusun

Surat Pemberitahuan (SPT).

Penelitian ini dilakukan pada PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu adalah
perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang
membutuhkan jasa, PT. Cahaya Sutraco memiliki jenis barang atau jasa dagangan
utama vyaitu Industri, Reparasi, Perdagangan Suku Cabang, Perdagangan Besar,

Perdagangan Eceran, Jasa Konstruksi, Jasa Tenaga Kerja dan Jasa Angkutan.

PT. Cahaya Sutraco didirikan pada tahun 2012 dan hingga saat ini telah
membangun suatu perusahaan yang berkembangan pesat. Perusahaan yang berlokasi di
Jalan Pelabuhan No. 10 Kelurahan Beras Basah, Pangkalan Susu ini telah terdaftar

sebagai Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan



NPWP 01.225.329.0-119.000. Sebagai salah satu perusahaan yang berkembang, hal ini
menyebabkan PT. Cahaya Sutraco perlu menerapkan pajak penghasilan jasa konstruksi

dengan tetap berada pada peraturan perpajakan yang berlaku.

PT. Cahaya Sutraco melakukan kontrak kerja melalui perusahaan-perusahaan lain
atas penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan PT. Cahaya Sutraco Hal ini
memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan Negara terutama
sektor pajak. PT. Cahaya Sutraco merupakan wajib pajak badan yang mempunyai
kewajiban untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan aktivitas
perpajakannya ke kantor pelayanan pajak. Pajak yang dipungut oleh PT. Cahaya

Sutraco diantaranya adalah pajak atas jasa konstruksi yang bersifat final.

Pertama, menurut dari pada sifat pengenaan dan tarif pajak atas jasa
penghasilan dari usaha jasa konstruksi menetapkan bahwa atas penghasilan wajib pajak
dan bentuk usaha tetap dari usaha bidang konstruksi, dikenakan pajak penghasilan
berdasarkan Undang-Undang pajak penghasilan No. 36 Tahun 2008 semua usaha jasa
konstruksi yang mengatur semua penyedia jasa konstruksi baik yang berkualifikasi
maupun yang tidak memiliki kualifikasi yang telah diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang
perlakuannya tersendiri dalam pengenaan pajak atas jenis penghasilan tersebut termasuk
sifat, besarnya dan tata cara pelaksanaan pembayaran, pemotongan atau pemungutan.
Sifat pengenaan dari pajak penghasilan final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak
perlu di gabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan
terhutang yang dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 51
Tahun 2008 yang dalam hal ini perusahaan ini PT. Cahaya Sutraco yang bergerak di

dalam jasa konstruksi maka dikenakan dengan pajak yang bersifat final.



PT. Cahaya Sutraco juga diatur dengan peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun
2018 Tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak badan yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai pengganti
atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana adanya penurunan tarif PPh

Final dari 1% menjadi 0,5%. Dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Kontrak X Tarif PPh Final = PPh Terutang

Tabel 1.1 Perhitungan/Pemotongan Tarif Dasar Pengenaan Pajak PPh Final

Tanggal Nilai Objek Total Dasar Tarif Total PPh
Pajak/Nilai Pengenaan Pajak (%) Terutang
Perjanjian

27 Maret 2019 | Rp.2.055.270.724 | Rp. 2.034.188.348 0,5% Rp. 10.170.935

Sumber: Data SPT 2019

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan dalam kurun waktu 1 tahun PT. Cahaya
Sutraco sebagai penyedia jasa (Pihak Kedua) hanya mempunyai satu kontrak dengan
perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 1 Pangkalan Susu Field sebagai pengguna jasa
(Pihak Pertama). Dari data tersebut juga menunjukkan perlakuan PT. Cahaya Sutraco
adanya kekeliruan dalam melakukan perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan
final atas jasa konstruksi dalam dasar pengenaan pajaknya seharusnya mencatat sesuai
dengan nilai kontrak, tetapi yang menjadi permasalahannya dasar pengenaan pajak
tersebut terjadi selisih antara nilai kontrak Rp. 2.055.270.724 dengan total dasar
pengenaan pajak Rp. 2.034.188.348 sebesar Rp. 21.082.376 dan dikalikan dengan tarif
0,5% jadi, Rp.105.411 selisih Pajak Penghasilan terhutangnya dalam Lampiran- IV SPT

Tahunan 2019 pada tabel 1.1.1 diatas. Bukan tidak mungkin kewajiban lainnya berupa




perhitungan dan pelaporan SPT PPh Final yang telah dipotong terkait jumlah dan

jangka waktunya juga terdapat dalam kekeliruan.

Bahkan penelitan-penelitian sebelumnya juga menunjukkan penerapan pajak
penghasilan di jasa konstruksi ternyata masih mengalami beberapa kekurangan baik
dari peraturannya maupun dari pihak yang dikenai pajak dalam hal Wajib Pajak di
bidang jasa konstruksi. Juga di lihat dari sifatnya yang begitu penting masih sedikit
penelitian yang membahas tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi padahal jasa
konstruksi memiliki peranan yang penting dalam pembangunan sarana dan prasarana
sebagai penunjang masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Juga semakin
dominannya jasa konstruksi sekarang ini sehingga semakin banyak pajak yang bisa

diperoleh dari jasa konstruksi.

Kedua, perlakuan perusahaan dalam menyikapi pemotongan tarif yang bersifat
final dan tarif sifat pengenaan pelaksana konstruksi dalam jasa konstruksi yang
dipungut oleh pemerintah sehingga membuat para pelaku usaha jasa kontraktor dan
pemilik proyek diliputi ketidak pastian akan pelakuan perpajakan, terutama bagi
pengusaha jasa konstruksi karena para pelaku usaha jasa konstruksi dalam prakteknya
seperti tidak mempunyai acuan sehingga perlakuan atas sifat pengenaan dan tarif
menjadi beragam dikalangan usaha jasa konstruksi. Berdasarkan PP nomor 51 Tahun
2008 wusaha jasa konstruksi termasuk objek pajak yang dikenain PPh final atas
pelaksanaan konstruksi sebesar 2%. Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas
jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutraco dikenakan tarif 2% untuk pelaksanaan

konstruksi yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kualifikasi usaha kecil.



Tabel 1.2 Lanjutan Lampiran Tambahan

NO | JENIS PENGHASILAN DASAR TARIF| PPh TERUTANG
PENGENAAN (%) (RUPIAH)
PAJAK
(RUPIAH)
1) (2) 3) 4 )

8 Imbalan Jasa Konstruksi

a. Pelaksana Konstruksi 4,085.943.000 | 2,00 81.718.860
b. Perencana Konstruksi 0 ,00 0
c. Pengawas Konstruksi 0 ,00 0

Sumber: Data SPT 2019

Dari tabel 1.1.2 diatas menunjukkan PT. Cahaya Sutraco sebagai penyedia jasa
menyediakan fasilitas penunjang lain seperti penyediaan alat berat dan lainnya sebesar
Rp. 4.085.943.000 dikenakan tarif PPh nya 2% menjadi Rp. 81.718.860 PPh Terutang
yang harus dibayar. Maka PT. Cahaya Sutraco melakukan dua kali perhitungan /
pemotongan dasar pengenaan pajak pada Pasal 4 Ayat 2 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018. Berdasarkan latar belakang diatas maka dari itu peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: “Analisis Penerapan

Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi pada PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu”.

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah
1.2.1 Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang tersebut, identifikasi masalah dalam
penelitian ini dimana pengakuan sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang
diterapkan sendiri pada PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu masih adanya
kekeliruan / kesalahan dalam perhitungan dan pemotongan pada dasar pengenaan
pajaknya dimana terdapat selisin dari nilai kontrak Rp. 2.055.270.724 di

kurangkan dengan hasil pengenaan pajaknya senilai Rp. 2.034.188.348. menjadi
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Rp. 21.082.376 dan jika di kalikan dengan tarif 0.5% menjadi senilai Rp.105.411

yang tidak terlampir di PPh Terutangnya.

1.2.2 Batasan Masalah
Untuk membatasi pembahasan yang melebar, maka penelitian ini dibatasi
mengenai perlakuan perhitungan pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT.

Cahaya Sutraco Pangkalan Susu.

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT.
Cahaya Sutraco Pangkalan Susu?
2. Bagaimana penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada PT. Cahaya
Sutraco Pangkalan Susu?
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.4.1 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi pada PT.
Cahaya Sutraco.
2. Untuk mengetahui penerapan pajak penghasilan atas jasa konstruksi pada
PT. Cahaya Sutraco.
1.4.2 Manfaat Penelitian
1. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan atau pertimbangan
bagi pihak perusahaan untuk pelaku perpajakan dalam memastikan sifat pengenaan
dan tarif jasa konstruksi yang baik dan benar untuk tahun berikutnya.

2. Bagi Penulis



Penelitian ini berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama
mengikuti perkuliahan dan menjadi pengetahuan apabila nanti terjun secara
kelapangan.

3. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

Penelitian ini berharap meningkatkan minat para mahasiswa yang ada di
Universitas Pembangunan Panca Budi untuk melakukan penelitian di bidang ini
dan menambah sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan
penelitian untuk permasalahan yang sama di masa yang akan datang.

1.5 Keaslian Penelitian
Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Yul Yarnita (2013) yang berjudul
“Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi Pada PT. Stabilished Pavement

Indo”. Adapun perbedaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek Penelitian terdahulu adalah PT. Stabilished Pavement Indo Pekanbaru,
sedangkan objek penelitian ini adalah PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu.

2. Penelitian terdahulu diadakan pada tahun 2013, sedangkan penelitian ini
dilakukan pada tahun 2021.

3. Penelitian terdahulu menggunakan data periode 2011, sedangkan penelitian ini

menggunakan data periode 2019.



BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Defenisi Akuntansi

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan
dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan,
peringkasan, penganalisisan, penginterpretasian dan penyajian secara sistematik
informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian
yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian
suatu unit usaha dan yang diperlukan untuk dasar penyusunan laporan yang harus
disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurusan keuangan dan
lainnya (Suwardjono, 2009:6).

Menurut Jusup (2009:3) Akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang
yaitu definisi dari sudut pemakai jasa akuntan dan dari sudut proses kegiatannya.
Ditinjau dari sudut pemakainya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu
disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi. Informasi

yang dihasilkan akuntansi diperlukan untuk:

1. Membuat perencanaan yang efektif, pengawasan dan pengambilan keputusan
oleh manajemen; dan
2. Pertanggunggjawaban organisasi kepada investor, kreditur, badan pemerintah,

dan sebagainya.
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Dari definisi ini dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Akuntansi diselenggarakan dalam suatu organisasi (biasanya berupa organisasi
perusahaan). Informasi akuntansi yang dihasilkan adalah informasi tentang
organisasi.

2. Informasi akuntansi sangat penting dalam menyelenggarakan kegiatan
perusahaan. Informasi ini digunakan dalam pengambilan keputusan intern
organisasi (manajemen) dan juga untuk pengambilan keputusan oleh pihak

ekstern organisasi (investor).

Akuntansi dari sudut proses kegiatannya seperti dikutip Suwardjono (2009:8),
akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan,
pelaporan, dan penganalisis data keuangan suatu organisasi. Definisi ini
menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan

menyangkut bermacam-macam kegiatan. Pada dasarnya akuntansi harus:

1. Mengidentifikasikan data mana yang berkaitan atau relevan dengan keputusan
yang akan diambil.

2. Memproses atau menganalisis data yang relevan.

3. Mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan

keputusan.

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa akuntansi adalah
suatu proses dari analisa transaksi hingga penyusunan laporan keuangan yang akan
digunakan untuk kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis

dan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perhitungan pajak penghasilan.
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2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak dan Unsur Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

“Menurut Azhari (2010:23) Pajak adalah harta kekayaan rakyat
(swasta) yang berdasarkan Undang-Undang sebagiannya wajib diberikan
olen rakyat kepada negara tanpa mendapatkan konstrapertasi yang
diterima rakyat secara individual dan langsung negara yang berfungsi
sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya, jika ada
digunakan untuk pembangunan, serta berfungsi sebagai instrumen untuk

mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat”.

“Menurut Andriani (2004:01) Pajak adalah ITuran rakyat rakyat
kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang
wajib membayar menurut peraturan-peraturan yang tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan

tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah”.

“Menurut Soemitro (2010:7) Pajak adalah luran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan
tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum?.

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-

unsur yaitu:
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luran rakyat kepada negara; Yang berhak memungut pajak hanyalah
negara. luran tersebut berupa uang (bukan barang).

Berdasarkan undang-undang; Pajak dipungut berdasarkan atau dengan
kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung
dapat ditunjuk; Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
kontra prestasi individual oleh pemerintah.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1.1.2.2 Hukum Pajak

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku

pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum

pajak yaitu:

1. Hukum pajak materiil, yang memuat norma-norma yang menerangkan

antara lain, keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak
(objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), seberapa besar
pajak yang dikenakan (Tarif), segala sesuatu yang timbul dan hapusnya
utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak.
Contoh: Undang-Undang Pajak Penghasilan

Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum
materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil).
Hukum ini memuat antara lain:

a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
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b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib
pajak mengenai keadaan, perbuatan peristiwa yang menimbulkan utang
pajak.

c. Kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan /
pencatatan, dan hak-hak wajib pajak misalnya mengajukan keberatan
dan banding.

Contoh: Ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
1.1.2.3 Fungsi Pajak
Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu sebagai berikut:
1. Fungsi Budgeter (Anggaran)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemmerintah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Regulerend (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan

pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk
mengurangi konsumsi minuman Kkeras.

b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk
mengurangi gaya hidup konsumtif.

c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor
produk Indonesia di pasaran dunia.

1.1.2.4 Pengelompokan Pajak
Pengelompokan pajak dilakukan karena adanya bermacam-macam

jenis pajak yang diterapkan oleh pemerintah guna mengisi kas negara. Setiap
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jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri. Menurut Mardiasmo (2016:5)

sebagai berikut:

1. Pengelompokan pajak berdasarkan golongan, antara lain:

a.

Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib
pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: Pajak Penghasilan.

Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak

Pertambahan Nilai.

2. Pengelompokan pajak berdasarkan sifat, antara lain:

a.

Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperlihatkan keadaan diri wajib pajak.
Diantaranya: Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal kepada objeknya, tanpa
memperhatikan  keadaan diri wajib pajak. Diantaranya Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah

(PPN dan PPNBM).

3. Pengelompokan pajak berdasarkan lembaga pemungutan, antara lain:

a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah dan Bea Materai.

Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah
dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah

terdiri atas:
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1) Pajak Provinsi, Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
2) Pajak Kabupaten, Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak

Hiburan.

1.1.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

1.

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016:9) adalah:

Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri
jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif
serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di
tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya
pelaksanaan pemungut pajak banyak bergantung pada aparatur perpajakan
(peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak
yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta
kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan
Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu
memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan
mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya
membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

a) Menghitung sendiri pajak yang terutang

b) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
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¢) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

d) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan

e) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan
pajak banyak tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan
ada pada Wajib Pajak)

3. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak Yyang
memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjukkan untuk
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden,
dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor
dan mempertanggung jawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak.

2.1.3 Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan
perorangan, perusahaan atau badan hukum vyang diperolen dalam tahun pajak.
Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali di
ubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-Undang Pajak
Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak Penghasilan terhadap subjek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
Subjek pajak dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak
dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun
pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak

apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak.
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Undang-Undang PPh menganut Asas Materiil, artinya penentuan mengenai

pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. Sedangkan

ketentuan formal mengenai pajak penghasilan dimuat dalam Undang-Undang

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

1.1.3.1 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak adalah pihak yang dikenakan pajak penghasilan

sehingga pihak yang tidak termasuk subjek pajak tidak dikenakan pajak

penghasilan (Rudy Suhartono dan llyas B, Wirawan, 2010:102).

Sesuai dengan Pasal 2 (UUD No. 36, 2008) subjek pajak meliputi:

1.

Orang Pribadi, Orang Pribadi sebagai subjek pajak dapat
bertempat tinggal atau berada di indonesia atau di luar indonesia.
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan
yang berhak, Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang
berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi
sebagai subjek pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak
atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat
dilaksanakan.

Badan, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau
daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, koperasi, dana

pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,



18

organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
Bentuk Usaha Tetap (BUT).

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT), Bentuk usaha yang dipergunakan
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

1.1.3.2 Objek Pajak Penghasilan

Pasal 4 ayat (1) (UUD No. 36, 2008) Yang menjadi objek pajak
adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa
yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,
honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan
dalam bentuk lainnya.

2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan
penghargaan. Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari
undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan,
hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.

3. Laba usaha
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4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak

6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan
pengembalian utang

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk
dividen dari perushaan asuransi kepada pemegang polis, dan
pembagian sisa hasil usaha koperasi.

8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta

10. Penerimaan  atau perolehan pembayaran berkala, misalnya
tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam
waktu tertentu

11. Keuntungan karena pemebebasan utang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah

2.1.4 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat 2

Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pasal
4 ayat 2 menyebutkan beberapa objek dimana penghasilannya dikenakan
pajak final, yaitu: penghasilan dari bunga deposito dan tabungan yang lain,
bunga obligasi surat utang negara, pembayaran bunga simpanan dari koperasi
kepada orang pribadi anggota koperasi, hadiah undian, persetujuan atas
penjualan dan pembelian saham dan sekuritas yang lain, persetujuan jual beli
derivatif yang diperdagangkan di bursa, persetujuan jual beli saham atau
penyertaan modalnya dialihkan pada perusahaan pasangannya dan diterima

oleh perusahaan modal ventura, persetujuan jual beli atas pengalihan harta
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atas tanah atau bangunan, penghasilan dari usaha jasa konstruksi usaha real
estate, dan persewaan tanah dan bangunan dan penghasilan yang lain sesuai
dengan atau menurut peraturan pemerintah.

Ratuela, Sondakh, & Wangkar, (2018) pajak penghasilan bersifat final
artinya bahwa penghasilan tersebut sudah tidak perlu digabungkan dengan
penghasilan-penghasilan yang lain dalam menghitung pajak terutang dan
pajak penghasilan tersebut yang dikenakan tidak bisa dikreditkan.
Pemotongan bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu
digabung dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan
terutang dan pajak penghasilan yang dikenakan tidak dapat dikreditkan.
Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan
final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan
dengan penghasilan lain yang non final.

Fokusmedia (2013:124) objek Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 adalah
penghasilan di bawah ini yang dapat dikenai pajak bersifat final:

a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga
obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan Yyang
dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi

b. Penghasilan berupa hadiah undian

c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau penghasilan penyertaan modal pada perusahaan

pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
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d. Penghasilan dari transaski pengalihan harta berupa tanah atau
bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan
tanah atau bangunan, dan

e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah.

2.1.4.1 Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2 atas Jasa Konstruksi.

Berdasarkan hukum yang mengatur tentang pajak atas usaha jasa
konstruksi tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun
2009 yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51
tahun 2008, tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa
Konstruksi dan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia
Nomor 187/PMK. 03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,
Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2, usaha jasa konstruksi ini
merupakan objek pajak dimana penghasilannya dikenakan pajak bersifat final.
2.1.4.2 Tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi

Tarif yang dikenakan untuk pajak penghasilan atas usaha jasa

konstruksi ini berbeda-beda, dilihat menurut kepemilikan sertifikat badan
usaha dan masa berlakunya sertifikat tersebut. Untuk jasa pelaksana
konstruksi, tarifnya ditentukan berdasarkan tingkatan dari kewenangan
kontraktor. Tarif pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi
yaitu:

a. 2% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa

yang memiliki kualifikasi usaha kecil,
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b. 4% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
c. 3% untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa
selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b
d. 4% untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha, dan
e. 6% untuk Perencanaan Konstruksi atau pengawasan Konstruksi yang
dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
2.1.4.3 Cara Perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa Konstruksi
Setelah menentukan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa
konstruksi yang akan dipakai untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak
penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak dikalikan dengan dasar
pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi. Pajak penghasilan final pasal 4
ayat 2 = Tarif x (nilai kontrak atau nilai dari termin pembayaran — PPN atas
nilai kontrak atau nilai dari termin tersebut).
2.1.4.4 Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa
Konstruksi
Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia
Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,
Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi, PPh final pasal 4 ayat 2 dipotong oleh pengguna jasa pada
saat pembayaran jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak, atau
dipotong dan disetor sendiri oleh penyedia jasa jika pengguna jasa bukan
merupakan pemotong pajak. Pemotong pajak yang dimaksud yaitu badan

pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, BUT (Bentuk Usaha Tetap),
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maupun orang pribadi yang dipilih oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai
pemotong pajak penghasilan. Dengan demikian bendaharawan pemerintah/
pimpinan proyek/ pimpinan kegiatan yang mengadakan pekerjaan jasa
konstruksi wajib memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2.
2.1.45 Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa

Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia
No. 187/PMK.03/2008, tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran,
Pelaporan, dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha
Jasa Konstruksi, pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi
penyetorannya dilakukan oleh pengguna jasa apabila statusnya bergerak
sebagai pemotong pajak atau disetor sendiri oleh kontraktor selaku pemberi
jasa. Untuk menyetorkan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas jasa
konstruksi memiliki batas waktu yaitu paling lama harus dilakukan tanggal
10 di bulan berikut setelah bulan terutangnya pajak penghasilan pasal 4 ayat
2 dan tanggal 15 bulan berikutnya sesudah pembayaran diterima oleh
pemberi jasa, dan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang sudah dipotong
selanjutnya disetor ke kantor pos atau bank yang telah ditunjuk oleh Menteri
Keuangan, dan penyetoran dilakukan dengan menggunakan surat setoran
pajak dan satu surat setoran pajak dipakai saat penyetoran seluruh pajak
penghasilan final pasal 4 ayat 2 jasa konstruksi yang telah dipotong di
bulan yang bersangkutan. Penyetoran pajak juga bisa dilakukan dengan
menggunakan bukti potong lainnya yang setara dengan SSP (Surat Setoran

Pajak).
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2.1.4.6 Tata Cara Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas Jasa

Konstruksi

Berdasarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia
No. 153/PMK.03//2009, batas pelaporan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2
atas jasa konstruksi yaitu paling lama tanggal 20 di bulan berikut setelah
dilakukan pemotongan pajak atau bulan penerimaan pembayaran atas jasa
konstruksi dan dilaporkan langsung atau dikirim lewat pos tertulis, namun
kalau tanggal 20 itu bertepatan dengan hari libur maka pelaporannya bisa
dilakukan saat hari kerja selanjutnya. Sesuai dengan PMK Nomor
243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan pajak
penghasilan final pasal 4 ayat 2 untuk pengguna jasa maupun pemberi jasa
harus menggunakan formulir SPT masa untuk pajak penghasilan final pasal
4 ayat 2 dan dilampiri dengan bukti setoran ke kas negara dan disampaikan
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong terdaftar. Yang dimaksud
dengan SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan
atas pembayaran pajak pada masa tertentu. Untuk menghindari terkena sanksi
administrasi berupa denda keterlambatan pelaporan, pemotong pajak harus
memperhatikan batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal final 4 ayat 2.
Kelengkapan SPT Masa PPh final pasal 4 ayat 2 juga harus diperhatikan, karena
ketika wajib pajak pemotong lupa atau tidak teliti untuk membubuhkan tanda
tangan dan melampirkan dokumen vyang diperlukan, akan berakibat SPT

tersebut dianggap tidak disampaikan.

2.1.5 Pajak Penghasilan Pasal 23
Undang-Undang RI No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak

Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan



25

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang berasal dari modal, penyerahan
jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
Sumarsan (2012: 301), menyatakan Pajak Penghasilan (PPh) 23 adalah pajak
yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
hadiah dan pengharapan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
2.1.5.1 Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2009 Tentang
Jumlah Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf ¢ Angka
2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 mengatur tarif PPh Pasal 23 vyaitu tarif 15% dan
tarif 2% dari jumlah bruto atas setiap imbalan sehubungan dengan jasa
teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.
2.1.5.2 Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23
Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 mulai
berlaku tanggal 1 April 2010, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong
PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan
pelaporannya harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah
berakhirnya Masa Pajak terakhir.
2.1.5.3 Perhitungan PPh Pasal 23
Mulyono (2010: 179), yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23
sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN vyaitu penghasilan berupa
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi,
jasa konsultan, jasa lain dan sewa selain jasa dan sewa yang telah dipotong

Pajak Penghasilan Pasal 21.
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2.1.6 Kewajiban Membayar Pajak
Apabila seseorang dan badan telah terdaftar sebagai Wajib Pajak /
Pengusaha Kena Pajak, maka wajib pajak perlu mengetahui ketentuan-ketentuan

yang berlaku berikut ini:

2.1.6.1 Bagi Pemotong / Pemungut

a. PPhPasal 21
Pasal 21 wundang-undang pajak penghasilan mengatur tentang
pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak
orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan
kegiatan.

b. PPh Pasal 22
Pasal 22 merupakan pembayaran pajak penghasilan dalam tahun
berjalan yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah baik pusat
maupun daerah, instansi atau lembaga pemerintahan dan lembaga
negara lainnya sehungan dengan pembayaran atas penyerahan barang
dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan lainnya.

c. PPhPasal 23
Pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan benuk usaha tetap yang
berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan
selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal
21, yang dibayarkan atau oleh badan pemerintah dan subjek pajak
dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau

perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
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PPh Pasal 4 ayat 2 (Final)

Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi,
kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan pajak
penghasilan final tidak boleh digabungkan dengan jenis penghasilan
lain yang terkena pajak penghasilan yang bersifat tidak final. PPh
Final juga tidak boleh dikreditkan dengan pajak penghasilan yang
terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan dari pajak yang
telah dikenai PPh final tidak boleh digabungkan dengan penghasilan
lain yang bersifat tidak final.

Bagi Pembayaran Sendiri

PPh Pasal 25

Pasal 25 adalah angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang
harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan
pembayaran PPh Pasal 25 yang dilakukan setiap bulan oleh wajib
pajak berdasarkan ketentuan pasal 25 Undang-Undang PPh
merupakan pembayaran dimuka terhadap hutang pajak penghasilan
yang dihitung sendiri (self asessmnt system) oleh wajib pajak.

PPh Pasal 29

Pajak Penghasilan yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dan Wajib Pajak Badan sebagai akibat PPh Terutang dalam
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan lebih besar
dari pada kredit pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak

lain dan yang telah disetor sendiri.



28

PPh Pasal 29 harus disetor menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
paling lambat sebelum SPT Tahunan dilaporkan ke Kantor Pelayanan

Pajak.

2.1.7 Keberatan Pajak

Dalam pelaksanaan Kketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
kemungkinan terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang / tidak puas atas
suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau atas pemotongan /
pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini Wajib Pajak dapat mengajukan
keberatan.
a. Hal-hal yang Dapat Diajukan Keberatan

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

5. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga

b. Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat

Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan

melalui :

1. Penyampaian secara langsung, termasuk disampaikan ke Kantor Penyuluhan
dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) atau Kantor Pelayanan
Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah kerja KPP
tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Penyampaian surat keberatan diberikan tanda penerimaan surat.
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2. Pos dengan bukti pengiriman surat.

3. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat
atau E-Filing melalui ASP (Application Service Provider). Penyampaian
surat keberatan dengan e-Filing melalui ASP, diberikan bukti penerimaan
elektronik. Tanda penerimaan surat, bukti pengiriman surat dan bukti
penerimaan elektronik menjadi bukti penerimaan keberatan.

c. Dalam Proses Penyelesaian Keberatan

1. Direktorat Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi
tambahan dari Wajib Pajak.

2. Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis
untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah
disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun
dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak

3. Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam
rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif

yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan.

2.1.8 Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak

Menurut Pasal 9 ayat 2 (Undang Undang KUP, 2013) tentang Sanksi
Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak mengatur bahwa pembayaran
atau penyetoran pajak untuk masa pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh
tempo pembayaran atau penyetoran pajak, yang dikenai sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran
sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu

bulan.
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2.1.9 Jasa Konstruksi

Menurut Hillary. Dkk (2018:856) Jasa konstruksi merupakan salah satu
kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan
penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya
pembangunan nasional. Berbagai peraturan perundang-undangan Yyang berlaku
belum berorientasi baik kepada kepentingan pengembangan jasa konstruksi sesuai
dengan Kkarakteristiknya yang mengakibatkan kurang berkembangnya iklim usaha
yang mendukung peningkatan daya saing secara optimal, maupun bagi kepentingan
masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan
dari usaha jasa konstruksi. Selanjutnya dengan harapan agar pelaksanaan
pengenaan Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat menjaga iklim usaha
sektor jasa konstruksi tetap kondusif, perlu melakukan penyesuaian sebagai akibat
meningkatnya bahan material.

Dimana pengertian jasa konstruksi dalam PP No. 51 Tahun 2008 tentang
Jasa konstruksi, adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi,
layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan
pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan
arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Jasa konstruksi memiliki cakupan kegiatan yang cukup luas dimana
melibatkan dua pihak yang mengadakan hubungan kerja kerja berdasarkan hukum,
yakni pengguna jasa dan penyedia jasa. Pengguna jasa merupakan orang pribadi
maupun badan yang masuk dalam bentuk usaha tetap dimana membutuhkan

layanan jasa konstruksi, sedangkan penyedia jasa merupakan orang pribadi maupun
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badan masuk dalam bentuk usaha tetap, dimana kegiatannya merupakan usaha
yang menyiapkan layanan jasa konstruksi sebagai perencanaan konstruksi,
pelaksanaan konstruksi dan pengawasan konstruksi (Ratuela, Sondakh, & Wangkar,
2018:860).

Ketiga jenis usaha konstruksi dibawah dapat berbentuk orang perseorangan
atau badan usaha, apabila pekerjaan konstruksi yang akan dikerjakan berisiko
besar/ berteknologi tinggi/ yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan
usaha vyang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang
dipersamakan. adapun perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas
konstruksi yang berbentuk badan wusaha harus memenuhi ketentuan tentang
perizinan usaha di bidang jasa konstruksi memiliki sertifikat, klasifikasi, dan
kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Oleh karena itu penghasilan yang diterima
oleh perusahaan tersebut pengenaan pajak terhadap pekerjaan tersebut berlaku
ketentuan umum Undang-Undang PPh (PPh Pasal 17 UU PPh) yaitu:

1. Perencanaan Konstruksi, Adalah penyediaan jasa orang perseorangan atau
badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang perencanaan
jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen
perencanaan bangunan atau bentuk fisik lainnya.

2. Pelaksana Konstruksi, Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan
usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pelaksana jasa
konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan
suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.

3. Pengawas Konstruksi, Adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan

usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang pengawas jasa
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konstruksi yang mampu melakasanakan pekerjaan pengawasan sejak awal

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Daftar Penelitian Sebelumnya

No | Nama/Tahun Judul Metode Hasil Penelitian
Analisis

1 Yul Yarnita Analisis Metode Hasil penelitian ini menyatakan bahwa

(2013) Pajak Deskriptif sifat pengenaan dan tarif dalam jasa
Penghasilan konstruksi yang diatur dalam 2 pasal
Jasa yaitu pasal 23 dan pasal 4 ayat 2
Konstruksi (final) di dalam Undang-Undang No
Pada PT. 36 Tahun 2008 sebagai acuan dalam
Stabilised menetapkan tarif pemotongan pajak
Pavement penghasilan konstruksi cukup jelas di
Indo jelaskan dalam Undang-Undang. Di
Pekanbaru dalam jasa konstruksi sifat pengenaan

diatur dalam pasal 4 ayat 2 (final),
perlakuannnya tersendiri dalam
pengenaan pajak atas jenis penghasilan
tersebut termasuk sifat, besarnya, dan
tata cara pelaksanaan pembayaran,
pemotongan, atau pemungutan Kkarena
pajak penghasilan final tidak dapat
dikreditkan dengan pajak penghasilan
yang terhutang dalam pengisian Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan lainnya oleh Kkarena itu,
penghasilan yang telah dikenai PPh
final tidak boleh di gabungkan dengan
penghasilan lain yang bersifat tidak
final.

2 Hillary S.P Analisis Metode Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
Ratulea, Jullie | penerapan Deskriptif tarif pajak yang dikenakan untuk
J. Shondakh, Pajak penghasilan dari usaha jasa kons?r_uksi
Anneke Penghasilan berbeda de_n_gan adanya kepemilikan
Wangkar Pasal 4 SBU (Sertifikat Badan Usaha) dan

(2018)

masa berlakunya
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ayat 2 Atas
Jasa
Konstruksi
Pada PT.
Realita
Timur
Perkasa
Imas Dwi Analisis Metode Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
Utami Penerapan Deskriptif Perum Perumnas Regional | Medan
(2019) Perhitungan merupakan Badan Usaha Milik Negt_ara
dan (BUMN) vyang memotong  pajak
penghasilan pasal 4 ayat 2 / PPh
Pelaporan Final kepada mitra (supplier) sebagai
Pajak salah satu dari kewajiban
Penghasilan perpajakannya.  Setelah  melakukan
Final Atas analisa dan penelitian atas kewajiban
Jasa pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 /
Konstruksi PPh final pada Perum Perumnas
Pada Regional | Medan dapat disimpulkan
bahwa:
Perum 1. Mekanisme perhitungan dan
Perumnas pemotongan  pajak  penghasilan
Regional 1| pasal final pasal 4 ayat 2 yang
Medan diterapkan Perum Perumnas
Regional | Medan sesuai dengan
peraturan perpajakan yaitu menurut
Peraturan pemerintah No. 51 Tahun
2008 dengan menggunakan tarif
pemotongan ketentuan Perpajakan
yang ada.

2. Mekanisme penyetoran dan
pelaporan pajak penghasilan final
pasal 4 ayat 2 vyang dilakukan
Perum Perumnas Regional | Medan
tahun 2018 masih belum sesuai
dengan peraturan perpajakan yang
berlaku yaitu Undang-Undang
Perpajakan No. 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan.

3. Kesalahan pemotongan,
keterlamabatan ~ penyetoran  dan
pelaporan mengakibatkan
perusahaan adanya sanksi
administrasi.

Violencia C.I. | Analisis Metode Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
Kondoy, Grace | Penerapan | Deskriptif CV. Cakrawala sudah  melakukan
B. Nangoi, Pajak penerapan Pajak Penghasilan sesuai
Inggriani Elim. | Penghasilan peraturan yang ada dengan setiap ada

penerimaan  atas  pekerjaan

yang
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(2016)

Jasa

Konstruksi
Pada CV.
Cakrawala

dilakukan pendapatan yang diperoleh
langsung dipungut Pajak Penghasilan
Pasal 23 oleh bendahara pemotong
tapi belum melaksanakan pencatatan
Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai
peraturan yang berlaku. Berdasarkan
penelitian ~ yang  sudah  dilakukan
peneliti didapati bahwa CV. Cakrawala
sudah melakukan kewajiban perpajakan
sehubungan dengan jasa konstruksi
yang diberikan CV. Cakrawala yang
dikenai Pajak Penghasilan Pasal 23
dengan tarif sebesar 2%. Karena
sesuai dengan Undang-Undang Pajak
Penghasilan Pasal 23 tarif pajak untuk
jasa  konstruksi  sebesar 2% dari
penghasilan bruto. Pajak Penghasilan
Pasal 23 ini tidak dibayarkan secara
langsung oleh CV. Cakrawala tapi
dipungut oleh bendahara pemotong
sebagai pihak pengguna jasa atau
pihak pemberi Kerja.

5 Hendra
(2014)

Penerapan
Akuntansi
Pajak
Penghasilan
Pasal 23
Pada  PT.
Golden
Mitra  Inti
Perkasa

Metode
Deskriptif

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa
PT. Golden Mitra Inti Perkasa telah
melakukan perhitungan dan
pemotongan serta melakukan
pencatatan akuntansi terhadap PPh
pasal 23 jasa konsultan pajak dengan
benar. Tetapi, PT. Golden Mitra Inti
Perkasa belum melakukan perhitungan
dan pemotongan serta tidak melakukan
pencatatan akuntansi terhadap PPh
Pasal 23 atas jasa service AC.

Sumber: Data diolah penulis

2.3 Kerangka Konseptual

Bayu (2017:56) Indonesia merupakan negara berkembang sehingga tidak terlepas

dari berbagai

pembangunan

infrastruktur,

baik

itu pembangunan jalan, gedung,

perumahan, sarana dan prasarana lainnya. Proyek-proyek yang ada dalam konstruksi itu

sendiri sebagian diisi oleh proyek pemerintah dan sisanya diperoleh dari proyek swasta.

Dilihat dari

perkembangannya, sektor konstruksi tidak berdampak pada kehidupan




35

ekonomi, namun juga berimbas positif bagi kehidupan sosial masyarakat. Hubungan
antar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat dapat dilihat dari hasil kerja para
pelaku industri konstruksi. Keberadaan berbagai macam hasil pekerjaan konstruksi
seperti pusat bisnis, gedung pemerintahan, jembatan, hingga jalan raya akan
menciptakan gerak perekonomian sekaligus penopang kehidupan sosial-budaya sebuah
bangsa. Di sisi lain, apa pun bentuk usahanya termasuk di bidang konstruksi atau
jasa, tidak lepas dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling besar,
karena APBN sebagian besar dibiayai oleh pajak. Pajak juga memiliki potensi paling
besar setiap tahunnya karena pajak meningkat seiring dengan laju pertumbuhan
penduduk, perekonomian, dan stabilitas politik suatu negara.

Sejak tahun 2001, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi
diatur dengan PP No. 140 Tahun 2000 yang ditetapkan tanggal 21 Desember 2000.
Penggunaan PP No. 140 Tahun 2000 dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan
sehubungan dengan penghasilan dari usaha jasa konstruksi berlangsung sampai dengann
diterbitkannya PP No. 51 Tahun 2008 yang ditetapkan tanggal 20 Juli 2008 dan
diundangkan tanggal 23 Juli 2008. Penerbitan tersebut bertujuan untuk mengefektifkan
penerimaan pajak negara dalam bidang usaha jasa konstruksi. Di dalam PP No. 51
Tahun 2008 terdapat perbedaan sifat dan tarif yang digunakan dalam perhitungan
pajak penghasilan dari jasa konstruksi. Pengenaan pajak terhadap penghasilan dari jasa
konstruksi bersifat final untuk semua jenis Kkualifikasi dengan tarif yang telah
ditentukan. Munculnya peraturan ini menimbulkan masalah dalam perlakuan pajak
perusahaan karena ketentuan dalam peraturan ini berlaku surut terhadap pajak-pajak
yang sudah disetor dan dilaporkan untuk periode 1 Januari 2008 sedangkan peraturan
dikeluarkan pada bulan Juli 2008. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan PP No.

40 Tahun 2009 guna menyempurnakan PP No. 51 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah
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Nomor 40 Tahun 2009 diantaranya memuat ketentuan bahwa saat efektif berlakunya

PP No. 51 Tahun 2008 tidak dari 1 Januari 2008, melainkan untuk kontrak yang

ditandatangani sejak tanggal 1 Agustus 2008.

PT. Cahaya Sutraco

Pangkalan Susu

Analisis Penerapan Pajak Penghasilan
Jasa Konstruksi Berdasarkan

Undang-Undang Perpajakan

Sifat Pengenaan

Tarif Jasa Konstruksi

1

Kesimpulan

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul penelitian Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi

Pada PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu, maka untuk meneliti pajak penghasilan jasa
konstruksi pada PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu,
mengetahui penerapan-penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi tersebut sehingga

terlebih  dahulu peneliti

dapat mengetahui hasil apakah penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi sudah

sesuai berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.



BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan penelitian deskriptif. Analisis
deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis
suatu analisis penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang

luas (Sugiyono 2011:21).

Deskriptif yang dimaksud adalah metode analisis data yang menyelidiki,
menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian dalam bentuk kata-kata dan
bukan dalam bentuk angka dan atau bilangan. Sehingga analisis data dapat dilakukan
secara simultan saat pengumpulan data di lapangan, melalui mencari hubungan antar
variabel yang menjadi pokok kajian kemudian digambarkan secara utuh melalui

jawaban dari subjek.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sugiyono (2015:9) metode penelitian
kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme,
digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah
eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil
penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian yang

akan dilakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan suatu proses kegiatan yang
didasarkan pada apa yang terjadi di lapangan sebagai bahan kajian untuk menemukan
kelemahan dan kekurangannya sehingga dapat ditentukan upaya perbaikannya seperti
menganalisis suatu fakta dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian deskriptif

37
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dalam penelitian ini dilakukan untuk membahas analisis penerapan pajak penghasilan

jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian
3.2.1 Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu JI.
Pelabuhan No. 10 Kel. Beras Basah, Kec. Pangkalan Susu, Kab. Langkat,
Sumatera Utara.
1.2.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan waktu penelitian dimulai pada bulan

Januari 2021 sampai dengan selesai, dengan format berikut:

Tabel 3.1 Jadwal Proses Penelitian

No. Jenis Kegiatan Januari Februari Maret April
2021 2021 2021 2021

1 | Riset awal / Pengajuan Judul

2 | Penyusunan Proposal

3 | Bimbingan Proposal

No. Jenis Kegiatan Mei Juni Juli Agustus
2021 2021 2021 2021

4 | Seminar Proposal

5 | Perbaikan / Acc Proposal

6 | Pengolahan Data

7 | Penyusunan Skripsi

8 | Bimbingan Skripsi

Sumber: Diolah oleh penulis (2021)
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3.3 Jenis dan Sumber Data
3.3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam
penelitian ini adalah data yang disajikan secara deskriptif atau dalam bentuk
uraian seperti kondisi perusahaan dimana didalamnya terdapat sejarah
perusahaan, struktur organisasi, pembagian tugas, dan penerapan pajak penghasilan

Pada PT. Cahaya Sutraco yang diterapkan perusahaan yang dapat diperoleh

secara lisan maupun tertulis.

1.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah
sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang
berupa data mengenai penjelasan aktivitas operasional perusahaan pada tahun
2019 dan gambaran umum tentang perusahaan jasa konstruksi.

2. Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari sumber lain atau
berasal dari pihak tertentu di luar objek penelitian. Data yang diperoleh
berasal dari buku-buku referensi, makalah ilmiah, dokumen, penelitian

sebelumnya atau bahan bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Menurut  (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014) “Teknik pengumpulan data penelitian
merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang releven bagi penelitian’’. Adapun
teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini antara lain:

1. Penelitian langsung (field research), yaitu dengan cara pengamatan langsung

pada obyek penelitian dan mencatatnya secara sistematis.
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a. Dokumentasi, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan
mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah
penelitian yang akan dibahas seperti daftar bukti dan SPT (Surat
Pemberitahuan Tahunan) pajak penghasilan tahun 2019 pada PT. Cahaya
Sutraco.

b. Wawancara dengan bagian staff administrasi untuk mendapatkan data-data
dan informasi yang diperlukan dalam penelitian.

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research), vyaitu studi kepustakaan untuk
mengumpulkan data melalui buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya

yang terkait dengan pokok permasalahan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dibentuk dari kata analisis dan data. Analisis adalah penyelidikan
terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui
keadaan yang sebenar-benarnya dalam sebab-musabab atau duduk perkaranya. Data
ialah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau
kesimpulan. Analisis data yaitu suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu peristiwa
dengan berdasar pada data nyata agar dapat mengetahui keadaan yang sebenar-
benarnya dalam rangka memecahkan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu
kesimpulan.

Untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini, peneliti menggunakan
analisis data secara deskriptif. Teknik analisis data secara deskriptif merupakan teknik
analisis yang dipakai untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau
menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan seadanya, kemudian mengolah data
dan informasi yang diperoleh tersebut dan dari hasil analisis tersebut dapat ditarik

suatu kesimpulan serta saran yang dianggap perlu untuk dilakukan perbaikan pada
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masalah yang dihadapi. Berikut tahapan teknis yang ditempuh penulis dalam
menganalisis data:
1. Mengumpulkan data transaksi-transaksi perusahaan yang berhubungan dengan
Pajak Penghasilan Final.
2. Melakukan analisis dengan menghubungkan antara penerapan pajak penghasilan
pada perusahaan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang berlaku.

3. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu berdiri pada tanggal 04 Januari 2012
Jalan Pelabuhan No. 10 Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu,
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

PT. Cahaya Sutraco adalah perusahaan kontraktor yang bekerja sama dengan
perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan jasa, PT. Cahaya Sutraco
memiliki jenis barang atau jasa dagangan utama VYyaitu Industri, Reparasi,
Perdagangan Suku Cabang, Perdagangan Besar, Perdagangan Eceran, Jasa
Konstruksi, Jasa Tenaga Kerja, Jasa Angkutan.

PT. Cahaya Sutraco sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan dengan
mempekerjakan pekerja untuk melakukan pekerjaan atau proyek seperti jasa
pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, energi, jasa pelaksanaan instalasi
fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas, jasa pelaksana untuk konstruksi
bangunan hunian, tunggal dan koppel, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan
gudang dan industri, jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung, jasa pelaksana
untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam, dan prasana sumber daya air lainnya, jasa

pelaksana pelaksana untuk konstruksi jalan raya, jembatan, terowongan dan subways.

1.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Visi dari perusahaan PT. Cahaya Sutraco adalah menjadi perusahaan
Kontraktor dan Leveransir yang berintegritas dan terkemuka di Pulau

Sumatera.
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Misi dari perusahaan PT. Cahaya Sutraco sebagai berikut:

1. Menciptakan dan membina hubungan kerja dengan melakukan
komunikasi yang efektif dan efisien.

2. Melakukan Continual Improvement dan daya saing Sumber Daya
Manusia (SDM) dalam pengelolaan produk, sistem serta Informasi
Teknologi (IT) perusahaan pada keahlian design, engineering, teknik,
erection dan project management.

3. Menjaga dan menghormati hubungan kerja dengan mitra / partner kerja
atas dasar Kemitraan.

4. Melaksanakan proyek-proyek yang tepat waktu, tepat biaya, tepat mutu
serta rekayasa engineering yang efisien secara Konsisten dan Transparan.

1.1.3 Struktur Organisasi

Keberadaan struktur organisasi didalam suatu perusahaan sangat penting
terutama dalam hal pencapaian tujuan perusahaan. Struktur organisasi Yyang
memadai pada umumnya bersifat sederhana dan fleksibel serta memperlihatkan
secara tegas batas dan tanggung jawab masing-masing bagian yang terdapat pada
organisasi itu.

Bentuk struktur organisasi yang paling sering digunakan dan yang paling
sederhana adalah bentuk garis atau line. Begitu juga dengan bentuk struktur
organisasi yang dimiliki PT. Cahaya Sutraco. Untuk mengetahui dengan lebih jelas
mengenai bentuk dan susunan struktur organisasi perusahaan ini, dapat dilihat dari

gambar dibawah ini:
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YUSFIK

TEGAR ADI WIJAYA

___ DIREKTORAT KEUANGAN DAN HRM_

DIVIS| KEUANGAN & AKUNTANSI

IMANAJER PROYEK/PENGAWAS LAPANGAN

ZELITA ALMIRA BR SEMBIRING

MAULANA HARIS

[MUHAMMAD YUSUF HARDIANTO

IDIVISI HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IDIVISI PLANNER
|ZEU]AALMIRA BR SEMBIRING IR\CKA PUSPASARI

PENGURUS DOKUMEN TENDER
RICKA PUSPASARI

LAPORAN DAN PENAGIHAN
RIZKY BR SEMBIRING
KELENGKAPAN DOKUMEN
MUHAMMAD FAHMI AULIA

[ADMIN PROYEK
|MUHAMMAD YUSUF HARDIANTO

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Cahaya Sutraco

Deskripsi Tugas:

1) Pimpinan 1 (Yusfik)
a) Bertanggung Jawab penuh atas perusahaan.
b) Berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berhubungan langsung
dengan kemajuan perusahaan.
2) Pimpinan 2 (Tegar Adi Wijaya)
a) Menentukan dan menetapkan prosedur kegiatan perusahaan pada masing-

masing Direktorat untuk mencapai sasaran yang diinginkan perusahaan.



3)

4)
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b) Menetapkan tujuan dan misi dari tiap-tiap Direktorat yang dibawahinya.

c) Melakukan pengawasan, kontroling, dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dari
Direktorat secara berkala dan pertanggung jawabannya.

d) Menyusun dan menetapkan kebijakan operasional perusahaan untuk jangka
pendek.

e) Mengadakan pengangkatan, pemberhentian, atau mutasi (pemindahan)
karyawan beserta gajinya.

Direktorat Keuangan Dan HRM (Zelita Almira Br Sembiring)

a) Membuat dan menyusun buku kas umum beserta buku penunjangnya,
termasuk mengelola kas Kkecil.

b) Mengolah data yang bersifat kearsipan yang menyangkut dengan
pembukuan.

c) Bertanggung jawab atas kas proyek yang diamanatkan oleh pimpinan.

d) Membuat laporan periodik mengenai penerimaan, penyimpanan, dan
pengeluaran serta bertanggung jawab sepenuhnya atas pengolahan keuangan
proyek.

e) Membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pembangunan (SPJP).

Direktorat Administrasi (Azhar)

a) Mempersiapkan dan  menyediakan  semua  kebutuhan  perlengkapan
administrasi dan alat-alat kantor untuk menunjang kelancaran proyek
konstruksi.

b) Membantu kepala pelaksana bagian proyek dan mengkoordinasi serta

mengawasi tata laksana administrasi.
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5) Direktorat Konstruksi (Maulana Haris)

6)

a) Mewakili perusahaan untuk menjalin hubungan dengan pihak luar seperti
owner, subkontraktor, dan Konsultan.

b) Melengkapi semua kebutuhan operasional termasuk seluruh dokumen pada
internal perusahaan demi kelancaran kerja perusahaan secara menyeluruh.

c) Bertanggung jawab dalam mendata, memelihara dan merawat seluruh aset
perusahaan yang telah dibeli.

d) Merencanakan aktivitas dalam proyek, termasuk pemecahan pekerjaan,
penjadwalan, dan anggaran.

e) Mengorganisasir, memilih dan menempatkan orang-orang dalam proyek.

f) Mengorganisasir, dan mengalokasikan sumber daya.

g) Memonitor status proyek.

h) Mengrekomendasikan penghentian proyek atau pengerahan kembali sumber
daya.

Divisi Health, Safety, And Environment (Mahyudi)

a) Membuat program kerja K3 dan perencanaan pengimplementasian agar
tercipta lingkungan kerja yang sehat.

b) Memastikan berjalannya program dan membuat dokumentasinya.

c) Membuat laporan dan menganalisis data statistik HSE.

d) Memeriksa pada peralatan kerja dan juga memeriksa kondisi kesehatan
tenaga kerja dan lingkungan kerja.

e) Meninjau keselamatan kerja dan pelatihan keselamatan.

f) Mencegah dan melakukan penanggulangan kecelakaan kerja dan melakukan
penyelidikan penyebabnya.

g) Memastikan tenaga kerja telah bekerja sesuai dengan SOP.
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h) Meninjau dan mengarahkan karyawan bekerja sesuai kewajiban dan sesuai
dengan sistem operasi perusahaan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sifat Pengenaan dan Tarif
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018

Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau

Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Presiden Republik

Indonesia, Menimbang:

a. Bahwa untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi
formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu
mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang
Memiliki Peredaran Bruto Tertentu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat (7) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang
Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan
atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
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2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa Kkali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS
PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB

PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

3. Pemotong atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk
melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
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Pasal 2

(1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam
negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final dalam jangka waktu tertentu.

(2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

(3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang
bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas;

b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang
atau telah dibayar di luar negeri;

c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan

d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

(4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf a meliputi:

a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara,
akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;

b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron,
bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain
drama, dan penari;

c. olahragawan;

d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
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e. pengarang, peneliti, dan penerjemabh;

f. agen iklan;

g. pengawas atau pengelola proyek;

h. perantara;

i. petugas penjaja barang dagangan;

j. agen asuransi;

k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan

kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 3

(1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak
Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau

perseroan terbatas,

Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak
melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1

(satu) Tahun Pajak.

(2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:

a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal
17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak
Penghasilan;

b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk

oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus
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menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4);
c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun
Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
d. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap.

(3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan
pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak
berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah
ini.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir
sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan
peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

(2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-isteri yang:

a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
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b. isterinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban

perpajakannya sendiri,

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ Undang-
Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami

dan isteri.

Pasal 5

(1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi,
persekutuan komanditer, atau firma; dan
c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak:
a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak
berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah

terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.
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Pasal 6

(1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan
untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.

(2) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang
diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan
tunai, dan/atau potongan sejenis.

(3) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

Pasal 7

(1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang peredaran
brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat
miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif
Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) sampai dengan
akhir Tahun Pajak bersangkutan.

(2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang
diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib
Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-

Undang Pajak Penghasilan.
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Pasal 8

(1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilunasi
dengan cara:

a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau

b. dipotong atau dipungut oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dalam hal Wajib
Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai
Pemotong atau Pemungut Pajak.

(2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a wajib dilakukan setiap bulan.

(3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh Pemotong atau Pemungut Pajak untuk
setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat
final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 9

(1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan
Pemerintah ini bertransaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan

permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
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(2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak
bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,
berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan
surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan

Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bagi Wajib Pajak yang sejak awal
Tahun Pajak 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku memenuhi
syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang
Diterima atau Diperolen Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, namun
tidak memenuhi ketentuan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final

berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang
diterima atau diperoleh sejak awal Tahun Pajak sampai dengan sebelum Peraturan
Pemerintah ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen)
dari peredaran bruto setiap bulan;

2. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang
diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir
Tahun Pajak 2018, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima

persen) dari peredaran bruto setiap bulan; dan
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3. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang
diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan
berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E

Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperolen Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5424), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di
Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO

WIDODO.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e dan Pasal 17 ayat
(7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan  (Undang-Undang Pajak Penghasilan), telah diterbitkan Peraturan
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Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari
Usaha yang Diterima atau Diperolen Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto
Tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), yang mengatur pengenaan
Pajak Penghasilan final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto usaha sampai

jumlah tertentu.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2013, untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, atas penghasilan dari usaha yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan jangka waktu tertentu. Pemberlakuan
jangka waktu tertentu dimaksudkan sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk
dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai Pajak Penghasilan dengan umum.
Lebih lanjut, untuk mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam kegiatan
ekonomi formal, Peraturan Pemerintah ini mengatur ketentuan mengenai penyesuaian
tarif Pajak Penghasilan final. Untuk lebih memberikan keadilan kepada Wajib Pajak
yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan,
dalam Peraturan Pemerintah ini Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai Pajak
Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal

31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Untuk menyempurnakan ketentuan Pajak Penghasilan final atas penghasilan dari
Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, maka dipandang perlu untuk
mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperolen Wajib Pajak yang Memiliki

Peredaran Bruto Tertentu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.
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Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan yang berisi tentang
pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan ini mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2013. Peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pasal 3 ayat (1)
menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak penghasilan bersifat final sebagaimana
dimaksud pada pasal 2 adalah sebesar 1% dari omzet. Dasar pengenaan pajak yang
digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto dalam
satu tahun pajak yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus
juta rupiah). Pengenaan pajak yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasar
pada pertimbangan perlunya kesadaran dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban
administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, dan untuk
memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan peraturan ini ditetapkan
yaitu untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang memperoleh penghasilan
dari usahanya untuk melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.
Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 yang menjadi subjek pajak adalah Orang pribadi
atau Wajib Pajak Badan tidak termasuk bentuk usaha tetap dan penghasilan yang
didapat dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang mendapatkan penghasilan
tidak lebih dari Rp.4,8 Milyar. Subjek orang pribadi yang tidak dikenai PP No0.46
Tahun 2013 vyaitu usaha yang menggunakan sarana atau prasarana Yyang dapat
dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan
sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi
tempat usaha. Subjek badan yang tidak dikenai PP No0.46 Tahun 2013 adalaah Wajib
Pajak Badan yang belum beroperasi secara komersial atau setelah beroperasi secara

komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp. 4,8 Milyar.
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebuah peraturan yang
membahas tentang pajak penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib
Pajak yang memiliki peredaran bruto tertantu dalam satu tahun pajak. Peraturan
pemerintah Nomor 23 ini mulai diberlakukan pada 1 Juli 2018. Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2018 pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwasannya besarnya tarif pajak
penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 23 tahun 2018 adalah 0,5% dari omzet. Dasar pengenaan pajak Yyang
digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yaitu jumlah peredaran bruto. Maksud
di terapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 adalah kurangnya kontribusi
pelaku UMKM terhadap pajak yang dikenakan tarif yang 1% masih membebankan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan
atas penghasilan dari usaha yang diterima yang memiliki peredaran bruto tertentu yang

menjadi subjek pajak sesuai pasal 3 ayat (1) yaitu:

1. Wajib pajak orang pribadi
2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau

perseroan terbatas.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari
penghasilan usaha yang diterima Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,
objek pajak yang tidak dikenai pajak penghasilan yang dijelaskan pasal 2 ayat (3)

yaitu:

1. Penghasilan yang diterima atau diperolen wajib pajak orang pribadi dari jasa
sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang

atau telah dibayar di luar negeri.
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3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri.

4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Hasil dari analisis penulis pada sifat pengenaan tarif jasa konstruksi Ketentuan
perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009 yang
merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 PMK
(Peraturan Menteri Keuangan) Republik Indonesia No. 187/PMK.03/2008, usaha jasa
konstruksi untuk penghasilannya dikenakan pajak final. Tarif pajak yang dikenakan
untuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi berbeda sesuai dengan adanya
kepemilikan SBU dan masa berlakunya. Untuk usaha jasa pelaksanaan konstruksi,
tarifnya juga dibedakan berdasarkan tingkatan dari kualifikasi kemampuan kontraktor
sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 Tentang
Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. Usaha jasa
konstruksi dibagi menjadi tiga kelompok yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa

pelaksanaan konstruksi dan jasa pengawasan konstruksi.

Tabel 4.1 Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Usaha Klasifikasi Usaha Tarif
Pelaksanaan Konstruksi Kecil 2%
Menengah dan Besar 3%

Perencanaan dan pengawasan | Kecil, Menengah dan Besar | 4%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008



Tabel 4.2 Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Usaha Tarif
Pelaksanaan Konstruksi 4%
Perencanaan dan Pengawasan | 6%

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008
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Khusus untuk jasa pelaksanaan konstruksi, kualifikasi usaha itu bahkan dibagi ke

dalam tiga kelompok yakni:

kecil, menengah dan besar.

Menurut Peraturan LPJK

Nomor 11 Tahun 2006 pengelompokkan tersebut didasarkan pada apa yang disebut

grade vyaitu tingkat kemampuan atau kompetensi dari si kontraktor, seperti tampak

pada tabel berikut:

Tabel 4.3 Tingkat Kemampuan atau Kompetensi

Kualifikasi | Kelompok | Grade | Kompetensi Peruntukan

Kecil K3 1 Rp0 — Rp100 Juta Pengusaha perorangan dan
badan usaha

Kecil K2 2 Rp100 Juta — Rp300 Juta | Pengusaha perorangan dan
badan usaha

Kecil K1 3 Rp300 Juta — Rp600 Juta | Pengusaha perorangan dan
badan usaha

Kecil 4 Rp600 Juta — Rpl Miliar Pengusaha perorangan dan
badan usaha

Menengah | M 5 Rpl Miliar — Rp10 Miliar | Badan usaha

Besar B2 6 Rpl Miliar — Rp25 Miliar | Badan Usaha

Besar Bl 7 Rpl Miliar — tidak dibatasi | Badan usaha (termasuk
asing)

Sumber: Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2006
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PT. Cahaya Sutraco yang bergerak sebagai jasa konstruksi ini memiliki Sertifikat
Badan Usaha (SBU), yang merupakan tanda bukti pengesahan yang resmi terhadap
tingkatan kemampuan usaha yang menyatakan Klasifikasi dan kualifikasi usaha atau
jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan seorang kontraktor yang merupakan subjek pajak.
Jadi dalam menentukan tarif pajak yang sesuai dengan Kketentuan tarif pajak yang
berlaku berdasarkan PPh Pasal 4 Ayat 2, perusahaan hanya mengacu pada Surat Ijin
Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki,
didalamnya menunjukan bahwa perusahaan ini masuk dalam kualifikasi kecil pada
kelompok K3 dikenakan tarif pajak sebesar 2% dan sudah berdasarkan ketentuan tarif
pajak yang berlaku pada peraturan pemerintah No. 51 Tahun 2008 dalam pasal 4 ayat
2. Setelah menentukan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi yang akan dipakali
untuk perhitungan pajak, maka nilai pajak penghasilan dihitung dengan cara tarif pajak
dikalikan dengan dasar pengenaan pajak dari usaha jasa konstruksi. PT. Cahaya Sutraco
melakukan dua kali perhitungan / pemotongan dasar pengenaan pajak dimana Peraturan
Pemerintan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang pajak penghasilan dari usaha yang
diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu sebagai
pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dimana adanya penurunan

tarif PPh Final dari 1% menjadi 0,5%.

4.2.2 Penerapan Pajak Penghasilan pada PT. Cahaya Sutraco

PT. Cahaya Sutraco sebagai penyedia jasa (Pihak Kedua) mempunyai satu kontrak
dengan perusahaan PT. Pertamina Ep Asset 1 Pangkalan Susu Field sebagai pengguna
jasa (Pihak Pertama) senilai Rp. 2.055.270.724.
Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi di PT. Cahaya

Sutraco Pangkalan Susu. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa PT. Cahaya Sutraco
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Wajib Pajak Badan untuk PPh Finalnya sebesar Rp. 91.889.796. Berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Dimana dalam melakukan perhitungan atau
pemotongan tarif dari dasar pengenaan pajak pada PT. Cahaya Sutraco masih adanya
kesalahan atau kekeliruan dengan jumlah Rp. 21.082.376. dan dikalikan dengan tarif
0,5% menjadi Rp.105.411. yang tidak dilampirkan dalam penghitungan total PPh Finalnya.
Juga tidak terlampirnya keterangan waktu tanggal dalam PPh Final pada Lampiran SPT

2019.

Penyetoran Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi di PT. Cahaya Sutraco Pangkalan
Susu. Dari hasil penelitian terhadap PT. Cahaya Sutraco penyetorannya dilakukan oleh
penyedia jasa / kontraktor sebagai pemberi jasa dan penerima penghasilan, harus
menyetor sendiri pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan batas waktu yang ditentukan
dan untuk penyetoran menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penyetoran PPh Final
yang dilakukan oleh PT. Cahaya Sutraco dapat dikatakan sudah sesuai dengan peraturan

pemerintah yang berlaku.

Pelaporan Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi di PT. Cahaya Sutraco Pangkalan
Susu. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis pelaporan PPh Final yang
dilakukan oleh PT. Cahaya Sutraco Pangkalan Susu sudah sesuai dengan peraturan
pemerintah yang berlaku dan juga perusahaan tidak mengalami keterlambatan dalam
pelaporan. PT. Cahaya Sutraco menggunakan sistem e-filing. Dimana dalam
perkembangannya, aplikasi e-filling pertama kali diperkenalkan oleh Perusahaan Penyedia
Jasa Aplikasi dan disahkan melalui PER Dirjen Pajak Nomor KEP-05/PJ./2005 Tentang Tata
Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. Setelah menyampaikan SPT
Pajak, Wajib Pajak Badan akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti

Penerimaan Elektronik (BPE) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang berisi: Informasi
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Nama Wajib Pajak (WP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Tanggal Pembuatan BPE,

Jam Pembuatan BPE, Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE).



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian penerapan pajak penghasilan jasa

konstruksi pada PT.Cahaya Sutraco, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Sifat pengenaan dan tarif jasa konstruksi untuk Perhitungan / pemotongan tarif
pajak jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutraco yang dipotong oleh pemerintah
sangat memberatkan perusahaan sehingga dapat terjadinya selisin jumlah yang tidak
dilampirkan dalam dasar pengenaan pajaknya, seharusnya pemerintah lebih mengacu
kepada Undang-Undang PPh No.36 Tahun 2008 dari pada peraturan pemerintah No.51
Tahun 2008 dalam sifat pengenaannya untuk pelaksanaan jasa konstruksi dan peraturan
pemerintah No. 23 Tahun 2018 untuk pemotongan tarif sebagai acuan wajib pajak badan.

2. Penerapan pajak penghasilan jasa konstruksi pada PT. Cahaya Sutraco dalam
perhitungan/pemotongannya masih ada kekeliruan tetapi tidak dengan penyetoran
dan pelaporan pajaknya telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah diatur
pemerintah  sehingga tidak mengakibatkan adanya sanksi administrasi pada

perusahaan.
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5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan ini, penulis menyarankan agar PT. Cahaya
Sutraco Pangkalan Susu harus meningkatkan dan mempertahankan ketaatan dalam hal
kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan dan dijaga selama ini agar dapat
terhindar dari sanksi pajak sudah ditetapkan yang bisa saja terjadi. Juga perusahaan
sebaiknya mengikuti pelatihan untuk menambah pengetahuan tentang perpajakan yang
berlaku dan memberikan pengarahan setiap kali ada peraturan perpajakan yang terbaru, untuk
memastikan staf yang menangani perpajakan mengetahui tentang perubahan peraturan-

peraturan perpajakan.
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